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BUPATI L EBONG 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 42 T AHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJ A DAERAH TAHUN ANG-GARAN 2014 

Men.imbang 

Mengingal 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG 

bahwa unt1.1k melaksanakan kctentuan Pasal Pcraturan Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 03 Tahun 2015 te·ntang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaa.n Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab Tahun Anggaran 2014, maka pcrlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan An~aran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014; 
1. Undang-Undang Nomor 09 Ta.bun 1967 len tang 

Pembcntukan Proviosi Bc:ngkulu (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 rentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
l 985 Nomor 68, Tarnbahan Lomba.ran Negara Republik 
Indonesia 3312), sebagaimana telah diubah dc11gan Undang• 
u ndang Nomor 12 Tahun 1994 te1'1tang Peru bahan At,as 
U11dang-undang Nomor 12 Tahun l 985 ten tang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Lndones,a Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 ·rahun 1999 tcntang 
Penyelenggaraan Negara yang 8ersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Ncpotisme (l.embara,1 Negara Republik 
Indonesia Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang•Undang N"omor 20 Tahun 2000 ten.tang Perubahan 
a.ta.s Undang•undang Nomor 2 l Talnm 1997 tencang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Rep11blik Indonesia Tahun 200◊ Nomor 13, Trunbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7 , Tauiba.h an Lembaran Negarn Republik ln.don~sia 
Nomor 4286); 



6. Und.ang-Undang Nomor .:i':! la.nun Luu.:. Lenlang 
Pembenrukan Kabupaten Lebong clan Kabupaten Kepah,ang 
di Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaron Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

temang 
R,epublik 

Lembaran 

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pcngclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, 'fa.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

9 . Undang-Lmdang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 442 1); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tohun 2004 tentang 
Perimbangan Ke.uangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11 . Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Le mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, 
Tamba.han L.embaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5'234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tamb.ahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu·n 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-U ndang Nomor 23 
Tahun 2014 tcntang Pemerintah Daerah (1,.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 LS Nomor 58, Tambahan 
Lembara.n Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 19·67 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahu.n 1968 Nomor 34, 
Tamhahan Lemb.aran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 



15. Peraturan t-'cmenncan J'(omor J:,:) 11 011.u.1, -uuv .. ~ ......... ~ 

Kewenangan Pemcnntah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

16. Peraturan Pemerint.ah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawa§<1n Atas Penyclenggaraan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 1 Norn.or 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

17. Pera tu ran Pemerin Lah Nomor 23 Tahun 2005 temang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia iNomor 
4502); 

18. Peraturan Pcmc:rintah Nomor 23 Tahun '2005 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo:r 48, 
Tam bahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 
4502); 

19, Pera tu ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 13 I, Tam bah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

20. PeraLuran Pemerin tah Nomor 55 Ta hun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, 'l'ambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste m 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembo.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negaro Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Ta hun 2005 tent.ang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

23. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Rept1blik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 



-

Menetapkan 

MEMUTUSKA~ 

PF.:RATURAN BUPATI 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PENDAPATAN DAN BEi.ANJA 

2014 

Pasal I 

TENTANG PENJABARAN 

PF.:LAKSANAAN AN GO ARAN 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 

L,aporan Reallsasi Anggaran Tahun Anggamn 2014 terdiri dari: 

(II Pendapatan 
a. Pcndapatan Asli Dacrah 

b. Pendnpatan Transfer 
c. Pendapatan Lain-lain yang Sah 

Jul'lllnh Pendapatan 

(2) Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

I) Belanja Pegawai 
2) Belanja Sunga 
3) 8elanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 

5) Belanja 8antuan Sosio.l 
6) Bclanja Bagi Hasil 
7) Belanja Ban tu an Keuongan 

8) Belanja Tidak Terduga 
Jumlah Bclanja Tida k Langsung 

b. Bclanja Langsung 
I) Belanja Barang dan Jasa 

2) B~la nja Modal 
Jumlah Belanja Langsung 

(3) Pembiayaan 
a. Pcnerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Nc1to 

Rp. 17.498.314.380,33 
Rp. 509. 117.966.972,24 

Rp. 2. 772.982.448,63 
Rp. 529.389.263.801,20 

Rp. 231.571.360.644,00 
Rp. 0,00 

Rp. 0,00 
Rp. I 7.376.495.550,00 

Rp. 4,355.605.400,oo 

Rp. 0,00 

Rp. I 7.866.300. 150,00 
Rp. 0 ,00 
Rp. 271.169.761.744,00 

Rp. I00.995.273.514,00 

Rp. 157.791.496.957,00 

Rp. 258.786.770.471,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

46.593.279.076,95 
1.000.000.000,00 

45.593.279.076 ,95 

Sisa Lcbih Pembiayaan Anggatan Tatnm Bcrkenaan Rp. 45.026.010.663,l5 

Pasnl 2 

Rtngkaaan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 

tcrcantum dalam Lampirnn Peramran Bupati in, . 

Pasal 3 

l~ingkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 

dirinci lcbih lanjut kc dolnm Penjabaran laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjaboran Lapornn Realisasi Angganu, sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 

te rcantum dalarn Lampiran II Peraturan Bupati mi. 

Pasal 5 

Lampiran Anggaran scbagalmana dimnksud da.lam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 



Pelaporan Keuangan dan 1-:inerja lnstans1 re1ue•111w.u 

(Lembaran t'legara Repubhk Indonesia Tahun 2006 :-lomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 

5 165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 centang Laporan 

Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah kcpada Pemcrinu,h, 

Laporan Keterangan Pert.anggungjawaban Kcpala Daerah 

kepada DPRD dlln lnformasi Laporan Peyclcnggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Nego.ra 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lcmbaran Neg11.ra Rcpublik lndonesiu Nomor 4693); 

27. Pcraturun Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcnmng 

Pembagian Urusait Pcmcrintah Dnerah Kabupaten / kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

28.Peraturan Pemerin tah Nomor 71 Tahu n 2010 tcntang 

Scandar Akun tansi Pemerintah (Lembnra.n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 IO Nomor 123, Tambahan Lernba ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

29. Peraturan .Mentcri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan dan Pertanggun&Jawaban Kcuangan 

Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 202. Tambahan Lcmbaran Negara Repc,blik Indonesia 

Nomor 4022); 

30. Pcraturan ~cnteri Dalam Ncgeri Nomor I 3 Tahu n 2006 

Tents.mg Pedoman Pcngelolaan Keuangan Dae rah, 

sebagaimann telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam 

Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 tcncang Perubahan Kcdua atas 

Pe raturo. n Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaero.b; 

3 l. Peraturan Mentcri Dalo.m Negeri Nomor 2 1 Taln.m 20 I 1 

Perubaho.n Kcdua Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Nomor 310); 

32. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O I Tahun 20 I 4 

tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah; 

33. Peraturan Dacrah Kabupaten Lcbong Nomor 13 Tahun 2010 

tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

34. Pcraturan Daeral1 Kabupaten Lcbong Nomor 0 1 Tahun 20 14 

tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 20 )4; 

35. Pornturan Daera.h Ka bupaten Lebong Nomor 07 Tah un 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pondapatan dan Bela.nja 

Dacrah Kabupaten Lcbong Tahun Anggaran 2014; 



Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada t:anggal ditetapkan. 

Agar setia p orang mengctahuinya, mcrnerintahkan pengundangan Per.tturan 
Bu pall ini dalam Berita Daerah. 

Oiundangkan di Tubei 
pada t:anggal g;e A9~• 2015 

SEKRETARIS D~ KABUPATEN LEBONO 

\· 
MIRJ~FFENDI 

Ditetapkan d i Tubei 
pada1t:anggal 2ti~"~915 

µ_ BUPATI LEBO~G, 

L ,<2 IJ-
___ -;--..,:..----"3 d 
- I 

'--f. H. ROSJONSYAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR _,qz_. , 


